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BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2ol4
tentang perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2Ol4;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1g Tahun 19S0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lggg Nomor zs, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);
Undang-Undang Nomor lT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3S5);
Undang-Undang Nomor 1S Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOe;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Ra1ryat, Dewan Perwakilan Ralgrat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 123 Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a3);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor SXal;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7 J2l;

9.
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2oo5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 2g Tahun 20Os
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor
I7l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53aO);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4ST6l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OLO tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57Sl;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman PenSrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a587);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 20OS tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a588);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20CF. tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 3g
Tahun 2oo8 tentang perubahan Atas perahrran
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ag55);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6Lal;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oor tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah
KabupatenlKota (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor A2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aZ3Z);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 4t rahun 2oor tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aT4\;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 rahun 200g tentang
Kecamatan (LembararL Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aS26);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20og tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a82e);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2oo9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ae72);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 7l rahun 2o1o tentang
standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor l2Z, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor g0 Tahun 2orr tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor 59);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2or2 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S2Z2 ;



31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2AOT tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

32. Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2olo tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OIO tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2OOZ
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2OO7 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2OO8 Nomor 11);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 14);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OO8 Nomor 15) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah lfubupaterr
Temanggung Nomor 15 Tahun 2oo8 tentang organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2olt Nomor 23);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor L6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 200g
Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 22 Tahun 2otl tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 16 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat,
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2}ll
Nomor 24);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor lZ
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor lT
Tahun 2OO9 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OO9
Nomor 17);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2OO9 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OlO Nomor 2);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2O1O tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2O1O Nomor 6);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2OtO tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OlO Nomor 7);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Z
Tahun 2OlO tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OLA Nomor 8);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OlO Nomor 9);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 20ll tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OlL Nomor 8);



50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2OtL tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2OIL Nomor 10);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 20ll tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OlL Nomor 11);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2}ll tentang Pajak bumi dan bangunan Perdesan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2Ol1 Nomor 21);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2OL1 tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2oll Nomor 25);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2}ll Nomor 26);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1

Tahun 2Ol2 tentang Rencana tata Ruang Wilayah
Kabupaten Temanggung Tahun 2oll-2}sl(Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2oll Nomor 1,
Lembaran Daerah Nomor 1);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pelayanan
PersampahanlKebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 3);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2OL2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2OI2 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5);



60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2Ot2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 6);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2Ot2 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OL2 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 7);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 8);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor I
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 9);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10

Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 1O);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11

Tahun 2Ot2 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 11);

66. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12

Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 12);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13

Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15

Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);



71.

69.

70.

72.

73.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2oL2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2ol.2
Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 23);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1

Tahun 2ol3 tentang Retribusi pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2OL3 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 26);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OLg
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2}lg
Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 44);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2ol4 tentang Perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2Ot4 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OL4 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2ol3
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4;

Rp 1 . 094. 286.243.95O,0O

Rp 127.238.4L7.432,OO

74.

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

!9rubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah/ (berkurang)

JumlahPendapatan setelahperubahan Rp1.22L.s24.66t3g2,00



2. Belanja

a. Semula Rp1.181.3O8.662.3OO,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 169.624.334.2LL,OO

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp1.35O.932.996.S11,00

Surplus/(Defisit) setelahperubahan Rp (129.a08.33s.t29,oo].

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp95.522.418.350,O0

2) Bertambah/(berkurang) Rp87.976.729.164,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp183.499.147.514,00

b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 54.090.812.385,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp129.408.335. l29,OO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L, dirinci lebih lanjut pada Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Rp 8.50O.0O0.O0O,0O

Rp 45.590.812.385,00



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI TEMANGGUNG,

6,ffi"o*c suKARNo l.Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 Agustus 2O14

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OI4 NOMOR 35

M.

-

BAMBANG AROCHMAN
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